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PUTUSAN

Nomor t83 lP dt.Gl20 1 3lPA Mtr'

BISMILI,AHIRRAFIMANIRRAHIM

DEMIKEADILANBERDASAI{KA}IKETUI-IANANYANGMAHAESA

Pengadiian Agama Mataram yang memeriksa dan rnengadili perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama, telah menjafuhkan putusan atas perkara Gugatau

Pembatalan Wakaf yang diajukan oleh:

1. RAPIAH, perempuan, ulnur 62 tahun, Pekerjaan urusan Rumah Tangga, alamat

di Jalan Koperasi No. 122, Lingkungan ?elembak, Kelurahan Atnpenan Tengalr,

Kecamatan AmPenan, Kota Mataram'

2. MUHAMNIADUN BAGIS, laki-laki, umur 51 tahun, Pekerjaarr PNS, atramat

PejerukBangket,KelurahanPejeruk,KecamatanAmpenan'KotaMataram'

3. SALEI{ BAGIS, laki,laki, umur 47 tahun, Pekerjaan swasta' alamat di Jalan

Koperasi No. 122, Lingkungan Pelembak. KelLtrahan Ampenatt 1'r'tlgah'

Kecamata:r AmPenan, Kota Mataram'

4.HASANBAGIS,laki-laki,umur46tahun,PekerjaanSwasta,alamatdi

LingkunganTinggar,KeiurahanAmpenanUtara,KecatnatanAmperrrrrKola

Mataram

5, FAUZIAH trtAG{S, perempuan, umur 45 tahnn, Pekcrjaan Untsrti P*urnalt

Tangga, alamat di Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kbcamatan

Ampenan, Kota Mataram.

HINDTIN BAGIS, Perempuan, umur

Tangga, tampat tinggal di Lingkungan

Kecamatan AmPenan, Kota Mataram'

JAMILAH BAGIS' Perempuan, umur

Tangga tempat tinggal di Lingkungan

40 tahun, pekerjaan Urusan Rumah

Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara'

50 tahun, perei<jaan Urusan Rumah

Tempit, Kelurahan AmPenan Tengah,

6.

7.

Disclaimer
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8.

r;'.il'
it''; i' ,

NURJANNAH BAGIS, perempuan, umur 51 tahun, pekerjaan Urusarlil-ifrnr
i'j

Kecamatan AmPenan, Kota Mataram.

Dalam hal ini mernberi kuasa kepada :

IIIJRAT PRIYATNO, SH., Advokat

Surabaya No. 12 B1N -laman Barru,

selanjutnya disebut Para penggugat.

MUCI'{TAR MOH. SALEIT, SH. &

& Pengacara yang beralamat cli Jaian

Kecarnatln fulataratn. i(otit N{atarant,

MelaI"n

SYECH FARIS BAGIS, selaku Ketua Yayasan Pendidikan "AL ITT'IHADUL

ISLAMI{AI-I " beralamat cli Jalan Saleh Sungkar Gang R.ajungan No. 5 Kebon

Roek, Kelurahan Bintaro, Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I.

IR SALIM ABDURAHMAN BAGIS, selaku sekretaris Yayasan Pendidikan

Al- Ittahidul Islamiyah, beralamat di Komplek Taman sejahtera Lingkurtgan

Pejenrk selatan, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

AHMAD ISA AL HABSYI, SE, selaku Wakil Sekretaris Yayasan Pendidikan

At lttihadul Islamiyah, beralamat di Jalan Adi Sucipto, Gang Pembaharuan Otak

Desa, Kelurahan Dayen Peken, Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat III.

Drs. ABDULLAH AR BAGIS, selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Al

Ittihadul Islamaiyah, beralamat di Komplek Taman Sejahtera, Lingkungan

Pejeruk Sejahtera, Kelurahan Pejemk, Ampenan, Kota Mataram, selanjr:tnya

disebut sebagai Tergugat IV.

5. HARttN SYECH SAHAB, selaku Wakil Bendahar4 Yayasan Pendidikan Al

1.

J

3.

4.

Disclaimer
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6.

,7

Kebon Roek, Kelurahan Bintaro, Kota Mataram, selanjutnya diseb

Tergugat V.

Al lttihadui Islamiyah, alamat di Jalan Saleh Sungkar, Pondok Perasi, Kelurahan

Bintaro, Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya dlsebut sebagai Tergugat vI.

Drs. ABDUL KABIR BAGIS, selaku Seksi Dana Sosial Yayasan Pendidikan

A1 Igihadul Isiamaiyah, alamat di Jalan Seiaparang, Kelurahan Cakra Titnur,

Kesamatan Cakranegara, Kota Mataram. (Toko Makmur), yang selanjutnya

disebut sebagai Tergugat VlI.

g. eUSAy MULACHELA, seiaku seksi Bisnis Yayasan Pendidikan A1 Ittihadul

Islamiyah, alamat di Jalan Saieh Sungkar, Idoutplek Asri, No. 6, Keluraiiatl

Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut

sebagai Tergugat VIII.

Dalam ha1 ini Tergugat I s/d Tergugat VIII, memberi kuasa kepada : DR'
*l

UMAIYAH, SH. MH. SITI RAHMII{, SF{, dan MUBAITAK UMAR' Sid.

kesemuanya adalah Advokat dan Konsuitan Hukum berkantor di Jalan Ilung

Karno, No. 37 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus,

tanggal3l Mei 2A13.

g. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPENAN, YANg

berkedudukan di Jalan Teluk Bayur, Kekalik, Ampenan, Kota Matarim, yang

selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDLTK PEI{KAII.A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal20 Mei 2413,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Nomor 183lPdt.G/2013/pA Mtr., tanggal 20 Mei 2013, telah

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum ALI BAGIS

meninggal dunia di Ampenan pada tanggal 20 Oktober 2001.

berikut:

Sebelah Utara

Sebelah Timur

Sebelah Selatan

mengemuk

yarlg

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALI BAGIS pernah mewakafkan tanah

beserta bangunan pennanen diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 961, Gambar

situasi tanggal 9 November 1985 No.3376/1985 seluas 3.6g2 M2. ter.letak di

Jalan saleh sungkar, Kelurahan Anrpenan Utara, Kecamatan ,r\mpenau,

Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat (Sekarang masuk ke dalam wilayah

Kota Matararn), Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai

Berbatasan dengan Bandar da'cs 3375lKampu'g Baruraja.

Berbatasan dengan GS. 1133 / H. MAWAR.

Berbatasan dengan jalaa pasar.

Sebeiah Barat : Berbatasan denganjalan raya Saleh Sungkar menuju senggigi.

Bahwa almarhum Ali Bagis pada tanggal26 Febnrari 1989 pemah melakukan

Ikrar wakaf dihadapan H. MUHAMMAD MLINIR, ppAlw Keciunatan

Arnpenan untuk mewakafkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada

YAYASAN PENDIDIKAN * AL ITTIHADUL ISLAMIYAH,, untuk

kepentingan pendidikan (sekolah).

4' Bahwa Akta kepengurusan Tergugat I s/d Tergugat ViII adalahAkta perubahan

yang dibuat oleh Notaris FIKRy SAID, sH. No. T, tanggal l _ 5 _ 2}l2,sebagai

Akta Perubahan Yayasan Pendidikan "Al-Ittihadul Islamiyah,, belum terdaftar

pada Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, sehingga Tergugat I s/d

Tergugat VIII tidak syah bertindak menurut hukum mengatasnamakan yayasan

" Al Ittihadul Islamiyah " (vide pasal I r ayat r,2,3,undang-undang Nomor 2g

J.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 T

5. Bahwa semasa hiclupnya Almarhum Ali Bagis, Tanah dan bangunatr

r tt{q.\\, *.l

rn l-r:h

tentang Yayasan.

sengketa tetap dipergunakan sebagaimana tempat dilaksanakannya Pendiclikan

Sekolah yang dimulai dari Tingkat Tsanawiyah serla Tingkat Aliyah berjalan

sebagaimana mestinya bahkan Laboratorium Penelitian berjalan pula

sebagaimana mestinYa.

6. Bahwa mulai sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang ini, kegiatan sekolair

mulai dari Tingkat Pendidikan Tsanawiyah serta Tingkat Aliyah tidak beijalan

sebagaimana mestinya alias Fakum serta seluruh peralatan maupun segala

kebutuhan sekolah tidak ada / hilang semua sebagai akibat perbuatan Tergugat I

s/d Tergugat VIII.

Bahwa apada akhir-akhir ini tepatnya sekitar Januari 2013, Tergugat I s/cl

Tergugat 8 dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan " Al- ITTIHADUL

ISLAMIYAH" hendak merubah tujuan wakaf dari Almarhum Ali Bagis tersJbut

diatas, dengan hendak membangun Toko / Ruko / Kios diatas tanah dan

bangunan Obyek sengketa, untuk dijual kepada pihak lain tanpa mendapaikan

Persetujuan dari Penggugat sebagai Ahli Waris Airnarhum Ali Bagis maupun

persetujuan dari Tergugat IX sebagai Pengawas Wakaf'

Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V{II yang mengatasnamakan Peng''ir''rs

yayasan Al Ittihadul Islamiyah yang hendak merr-rbah status Tanah dan bangunan

obyek sengketa menjadi tanah yang hendak dijual beiikan kepada piiiak lain

adalah Perbuatan yang melawan Hukum Syariah (Vide melanggar Pasal 40

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20A4 Entang Wakaf)'

g. Bahwa Ikrar Wakaf dari Almarhum Ali Bagis atas tanah dan bangunan Obyek

Sengketa sampai dengan saat ini belum di daftmkan pada Kementerian Agama

7.

8.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Ali Bagis yaitu Penggugat untuk menjaga dan melestmikan Tanah o*;K
Obyek Sengketa sebagai Harta Benda Wakaf.

10. Bahwa perbuatan Tergugat 1 s/d Tergugat 8 sebagaimana tersebut diatas, jelas

telah melanggar Ikrar Wakaf dari Ahnarhunr Ali Bagis serta telah nrenginjak-

injak harkat dan martabat Almarhum Ali Bagis yang Ahli Warisnya adalah

Penggugat, untuk ini penggugat menuntut kepada Tergugat I sid Tergugat vIII

untuk menyerahkan Tanah dan bangunan obyek Sengketa kepada penggugat

untuk dikelola sebagaimana Ikrar Wakaf dari Almarirum Ali Bugis karela

Tergugat 1 s/d rergugat viil sudah tidak mampu dan tidak sanggup iagi

mengurus dan melestarikan Tanah dan bangunan Obyek sengketa dan Tergugat I

s/d Tergugat 8 mempunyai Iktikad buruk untuk hendak mengalihkan tanah darr

bangunar. obyek sengketa untuk dibangun Ruko/TokoACos yang akan diperjual

belikan kepada pihak lain yang bertentangan dengan lkrar Wakaf dari Almarhum

AIi Bagis yang ahli warisnya adalah penggugat.

1l.Bahwa oleh karena Tergugat I s/d Tergugat VIII telah menyimpang dari Ikrar

wakaf yang dibuat di hadapan H. MUHAMMAD MLTNIR, ppAlw Kecamaran

Ampenan tanggal 26 Februari 1989, bertentangan dengan ketentuan pasal 40

undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf, maka Ikrar wakaf

kepada Yayasan Al Ittihardul Islamiyah, yang pengurusnya Tergugat I s/d

Tergugat VIII adalah batal demi hukum-

l2'Bahwa apabila Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak mau menyerahkan Tanah dan

bangunan obyek Sengketa kepada penggugat, maka dapat dipaksa meralui

kekuasaan hukum yang berraku yaitu dengan bantuan Kepolisian Republik

lndonesia.

13. Bahwa Tergugat I srd rergugat vIII dengan segala daya dan upayanya hendak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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memaksa memasukan batu dan bahan bangunan dengan hendak

bangunan sekolah yang telah diwakafkan oleh Almarhum Ali Bagi

akan tetapi Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Ali Bagis

mempertahankannya bahkan Tanah dan bangunan Obyek sengketa saat ini dalam

Penguasaan Penggugat sebagai Ahli waris Almarhum Ali Bagis (wakif .

14. Bahwa untuk mencegah terjadinya hal.hal yang tidak diinginkan termasuk main

hakim sendiri yang hendak dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII di atas

tanah dan bangunan Obyek sengketa, Penggugat sebagai Ahli Waris aalmarhum

Ali Bagis yang telah mewakafkan Tanah dan bangunan Obyek Sengketa

mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Mataram untuk mendapat keadilan

Hukum sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku.

15. Bahwa Penggugat khawatir dengan iktikad tidak baik Tergugat I s/d Tergugat

VIII yang hendak main hakim sendiri di atas tanah dan Bangunan Obyek

Sengketa, nr-aka melalui gugatan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengaclilan

Agarna Mataram Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyiaangt o,t

Perkara ini dapat meletakan Sita Jaminan ( C B ) atas tanah dan bangunan Obyek

Sengketa.

Berdasarakan Alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon sudukiranya

Yth. Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Ketua dan Anggota Majelis Flakim yang

menyidangkan Perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut : "

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almmhum Ali

Bagis.

3. Menyatakan Hukum batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Ikrar

Wakaf yang dibuat oleh H. MOH. MLINIR, PPAIW, Kecamatan Ampenan

tanggal 26 Februari 1989, kepada Yayasan Al Ittihadul Islamiyah yang

1.

2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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A+.

5.

6.

8.

9.

7.

Menyatakan Ifukum batal dan tidak syah Akta Perubahan

Ittihadul Islamiyah yang dibuat oieh Notaris FIKRI SAID, SH.

1-5-2012.

Menyatakan Hukum Tergugat I s/d Tergugat VIII tidak mampu dan tidaki

sanggup lagi mengurus tanah dan bangunan Obyek Sengkc,a utrtuk

kepentingan pendidikan sesuai dengan lirrar Wakaf Ahirarhum ALi ilAdlt!1.

Menyatakan Hukum pelbuatan Tergugat I s/d Tergugat VIII yang hendak

mengalihkan fungsikan Tanah Obyek Sengketa untuk membangun Toko /

Ruko / Kios untuk di jual pihak'lain adalah perbuatan Melawan Hukum

Syari'ah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tantang Wakaf.

IVlenghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII dan Tergugat D( atau siapapun

juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyefahkan tanah dan

bangunan Obyek Sengketa kepada Penggugat untuk dikelola sendiri sebagai

sarana Pendidikan Serkolah Tsanawiyah dan Aliyah sebagaimanu ,u]u*

Wakaf Almarhum Ali Bagis, bila perlu dengan banfuan Kepolisian Republik

Indonesia.

Menyatakan Hukum Syah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap Tanah

dan bangtrnan Obyek Sengketa.

Menyatakan Hukum Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu

meskipun Tergugat mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun

Verset.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabaila Pengadilan Agama berpendapat 1ain,. Mohon keadilan yang seadil-

adilnya menurut Hukum Islam yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang

10.

11.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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upaya tersebut gagal- '4"k#

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Surat

Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d

Tergugat VIII, telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKStrPSI

1. Bahwa para Penggugat adalah sebagiri' orang yang tidak memiliki kapasitas

mangajukan gugatan dalam perkara Aquo karena tidak ada memiliki hubungan

hukum baik dengan para Tergugat maupun Yayasan Pendidikan " AL

iTTIHADUL ISLAMIYAH" karena olang tua Para Penggugat hanya dipinjam

nama saja untuk pembelian tanah sebagaimana Surat Persetujuan tertanggal26

Juli 1980, sehingga terhadap obyek sengketa para Penggugat sama sekali tidak

mempunyai hak. Bahrva oleh karena Para Tergugat tidak mempunyai huburlgan

hukum dengan para Penggugat, maka konsekrvensinya Para Tergugat irartrs

dikeluarkan sebagai subyek Hukum dalam perkara ini.

2. Bahwa gugtan para Penggugat Error In Persona, karena menarik para 'iergugat

dalam perkara ini karena para Tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan

permasalahan yang digugat dan tidak pernah melakukan hubungan htkum

dengan para Penggugat dalam perkara ini, dan Para 'lergugat hanya sebagai

Pengrrus Yayasan yang diangkat berdasarkan Alda Perubahan Yayasan

Pendidikan AI-ITTIIIADUL ISLAMIYAH No. 07 tanggal 1 Mei 2012,

sementara Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah telah berdiri sejak 23

Januari 1976.

3, Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat saling bertentangan antara posita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Tergugat I sicl't'ergugat VIII yang hendak mcngalil*:an {irngsi toko dst..'. rtti-iiliiii ,,'r'

perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa subyek hukum gugatan Penggugat kurang pihak clengzur tidak

mengikutkan/dengan tidak menarik :

- Husin Salim Bagis, ST.

Mubarak Umar Sungkar, SH.

Ja'far Muhammad Mulachela.

Hamsah Ajun Bagis, SH.

Abdullah Umar Sungkar, SH.

Karena pihak-pihak tersebut diatas, merupakan pengurus dari Yayasan

Pendidikan Al- ITTIHADUL ISLAMIYAH sehingga keterangan para pihak

tersebut sangat dibutuhkan.

atas, maka sangat beralasan huk:um untuk

dinyatakan ditoiak atau setidak-tidaknya

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat

kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat. 
t

Bahwa gugatan para Penggugat yang menyatakan Almarhr-rrn Ali Bagis pernah

melakukan Ikrar Wakaf untuk mewakafkan tanah dan bangunan Obyek Sengketa

kepada YAYASAN PENDIDIKAN " AL ITTIHADUL ISLAMIYAH" untuk

kepentingan pendidikan (sekolah) adalah tidak benar dan adanya Ikrar Wakaf

dalam Sertifikat No. 961 adalah hanya pinjam nama saja, karena berdasarkan

Surat Persetujuan tertanggal 26 iuli 1980, tanah seiuas 4000 fu12 ;rdaith

5. Berdasarkan selur,uh uraian tersebut di

menyatakan gugatan Para Penggugat

dinyatakan tidak daPat diterima.

DALAMPOI(OIIPERKARA

1.

2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Al-Ittihadul Islamiyah tertanggal 23 Januari 1976 dimana dalam surat pebr

tanggal26 Juli 1980 tersebut tanah yang dibeli oleh Yayasan tergaabung dd

(satu) Sertifikat atas nama Ali Bagis karena Sertiflkat tidak boleh atas nama

Yayasan, sehingga jelas kedudukan Ali Bagis dalam hal ini berdasarkan Surat

persetujuan tersebut hanya pinjam nama dan luas tanah sengketa adalah 4000 M2

dan oleh Almarhum Ali Bagis tanah sengketa seluas 4000 M2 tersebut pada saat

pengurusan sertifikat dibuat menjadi 2 Sertifikat yaitu seluas 327 M sefiifikat

Nomor 962 danseluas 3.682 M2 Sertifikat No' 961 dan sernasa hiduplya Ali

Bagis pernah menjual seluas 327 M2 terhadap sertifikat No' 962 yang diatasnya

berdiri perumahan guru, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Yayasan, dan

sekolah maupun Yayasan lttihadul Islamaiyah telah berdiri jauh sebelum adanya

perubahan/balik nama sertifikat No' 961 tersebut'

3. Bahwa tidak benar dalil gugutan para Penggugat yang menyatakan Ali Bagis
t

pernah rnewakafkan tanah sebagaimana Jawaban para Tergugat angka 1 (satu)

tersebut diatas dan Ali Bagis bukanlah sebagai Pewakaf karena berdasarkan Surat

persetujuan tanggal 26 Juii 1980 Yayasan Pendidikan A1 Ittihadul islamiyah

Ampenan sudah berdiri dan Haji Ajun Bagis sebagai Ketua Yayasan dan tanah

yang diakui sebagai milik orang tua Para Penggugat yang telah diwakafkan

adalah tanah lain sebagaimana Surat persetujuan tanggal 26 Juli 1980, dimana

kemudian nama Ali Bagis/hanya prnjam nama saj4 dan sejak Ali Bagis

menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Yayasan, Ali Bagis tidak lagi sebagai

Pengurus Yayasan.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Akta

perubahan Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah' belum terdaftar pada

Kementerian Huktrm dan HAM RI. Adalah tidak benar melainkan sekarang ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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12

5. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan

2002, sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah tidak

benar adalah sekolah tersebut fak-um se.fak orang tua Para Penggugat me

penyimpangan terhadap keberadaan Yayasan pada saat menjabat sebagai Kepala

Sekolah yaitu Pemalsuan Ijazah dan dikenai irukumau Pidana selarna I tahun Cr

bulan yang membuat orang tua para PenggUgat kehilangan kepercay:-an dari

Pengurus dan pada saat itu Yayasan pernah diambil alih oleh Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Lombok Barat sebagai Penanggung jawab Yayasan karena

adanya Kemelut tersebut melalui rapat MUSPIDA dan berdasarkan Akta

Perubahan Anggaran Dasar " Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah tanggal

3 September 1987 telah diangkat Pengurus baru dengan meninggalkan hutang

yang dilakukan oleh orang tua Penggugat kemudian diselesaikan oleh Pengurus

yang baru, berdasarkan hal tersebut diadakan musyawamh antara Ali Bagis

dengan Pelindung/Penasihat Yayasan (Almarhum Umar Sewet) untuk dilakaukan

balik nama Sertifikat yang semula atas nama Ali Bagis kepada Vuyur*

sebagaimana Jawaban Para Tergugat angka 2 (dua) dalam pokok perkara.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang menyatakan

bahwa dengan mengatasnamakan Pengurus Yayasan Al Ittihadul Islamiyah

hendak merubah tujuan Wakaf dari Almarhum Ali Bagis, karena tanah yang

diwakafkan tersebut adalah merupakan.tanah Yayasan dan Ali eagis hanya

prnjam nama saja berdasarkan Surat persetujuan tahun 1980 karena tanah obyek

sengketa tidak bisa diatasnamakan Yayasan dan tidak benar tanah obyek

sengketa hendak dibangun ruko dan dijual kepada pihak lain melainkan tanah

obyek sengketa tetap akan difungsikan sebagai sekolah sebagaimana yang diatur

Yayasan dan sudah ada Site Plannya, dan oleh karena tanah sengketa Uut*

merupakan hak milik orang tua para Penggugat sehingga tidak perlu meminta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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(orang tua Para Penggugat), maka gugatan yang diajukan oleh para

adalah tidak ada dasar hukumnya, sehingga tuntutan p** p.rrggugu}

meminta Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah obyek Sengketa dan

membatalkan Wakaf adalah mengada-ada karena berdasarkan ketentuan pasai 3

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan Wakaf

yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dan dalam hal ini kedudukan para

Tergugat hanya sebagai pengurus yang baru diangkat pada tahun 2012

berdasarkan Akta Perubahan No. 07 tanggal 1 _ 5 _ 2012.

8' Bahwa pengusaan tanah sengketa o.leh Penggugat 5 (lima) adalah secara

melawan hukum dan hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya putusan Nomor

: SPid.Rin/20l3/PN. MTR, tanggal 22 Apiil2al.3 yangmenyatakan penggugal5

0ima) FAUZIAH BAGIS Als. FAUZIAH telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ,, MEMAKAI TANAH TANPA

IZIN YANG BERHAK ATAU KTJASANIYA' dan telah dijatuhi trut iru,,
Pidana percobaan selama 15 (lima beias) hari. Dan penggugat s lilma; tetatr

merampas hak wakaf dengan mengambil pungutan sewa dali para penyewa tanpa

menyetorkan hasilnya kepada Yayasan atau dinikmati sendiri. yang sebelumnya

hasil uang sewa selalu disetorkan ke Bendairara Yayasan climana seharusnl,a

uang tersebut digunakan untuk menambah gaji guru Ibtidaiyah (yayasan). Da'

sekarang ini uang sewa diambil seluruhnya oleh penggugat 5 (lima). l

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

1.

2.

Disclaimer
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DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya'

2. Menyatakan Ikrar wakaf dalam sertifikat No. 96i seluas 3'682

Bagis ke atas nama Yayasan adalah hanya pinjam nama saja'

M2 An. AIi

3. Menyatakan sah Akta perubahan Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah" No' 7

yang dibuat dihadapanNotaris Fikry Said' SH'

4. Menyatakan hukum tidak sah dan tidak berharga sita Jaminan terhadap tanah

dan bangunan obYek sengketa'

5. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam Perkara.

6. Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya'

Bahwa atas jawaban dari Tergugat I s/<1 Tergugat vIlI, tersebut, Penggugat

menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. DALAM JAW.dBAN EKSEPSI

1. Bahwa Eksepsi para Tergugat point 1 adalah tidak benar karena jelas dan

nyata berdasarkan bukti Sertifrkat Hak Milik No. 961, gamhar situasi tanggal

9 Nopember 1985, No 337611985, seluas 3.682M2, terletak di Jalan Saleh

Sungkar Kelurahan Ampenan utara, KeCamatan Ampenan, Kota Mataram

(obyek Sengketa) adalah jelas Hak Milik dari Alm. ALI BAGIS yang ahli

warisnya adalah Penggugat serta dalam hukum Negara kita tidak mengenal

pinjam nama untuk pembuatan sertifikat atau atas nama dalam sertifikat,

sehingga kedudukan Penggugat didalam mengajukan gugatan perkara ini

jelas mernpunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa sebagai ahli

waris Alm. ALtr BAGIS sekaligus pemilik tanah obyek sengketa, oleh karena

itu alasan Eksepsi Para Tergugat point 1 mohon ditolak seluruhnya'

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2.

hendak mengambil alih tanah obyek sengketa untuk dibanguir Ruko dan atau

hendak- diperjualbelikan kepada pihak lain yang bertentangan dengan akad

wakaf maupun tujuan wakaf dari Alm. ALI BAGIS sebagai Pemilik tanah

obyek sengketa, sehingga wajar dan beralasan hukum para Tergugat digugat

oleh .Penggugat sebagai pihak yang hendak mengambii dan atau hendak

menguasai tanah obyek sengketa mengatas namakan Yayasan Pendidikan Al

Ittihadul Islamiyah, oleh karena itu mohon alasan Para Tergugat point 2

ditolak seluruhnYa.

3. Bahwa alasan Eksepsi para Tergugat point 3 adalah tidak benar karena dalam

gugatan Penggugat jelas dan terang antara posita dan petitum telah

menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilalarkan oleh para

Tergugat yaitu hendak mengalih pungsi wakaf menjadi Toko-Toko, uolt*t

perbuatan melawan hukum, oleh karena itu mohon alasan eksepsi para

Tergugat point 3 untuk ditolak seluruhnya.

4. Bahwa alasan Eksepsi Tergugat pada point 4 yangmenyatakan bahwa subyek

hukum gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak menarik HUSEN

SALIM BAGIS, ST, MUBARAK {-'MAR S{.]NGKAR, JAFAR MUHAMAD

MULACHELA, HAMZAH AJIIN BAGIS, SH. ABDULLAH UMAR

SIINGKAR, adalah tidak benar karena pihak-pihak yang telah digugat oleh

Penggugat telah memenuhi persyaratan formal suatu gugatan, oleh karena itu

mohon alasan eksepsi para Tergugat point 4 untuk ditolak seluruhnya.

5. Bahwa hal-hal lain yang belum terjawab Penggugat tetap pada gugatan

semula.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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t

6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon seluruh

Para Tergugat untuk ditolak seliruhnya'

REPLIK DALAM POKOPK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat dalam

pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh

Penggugat dibawah ini-

2. Bahwa alasan-alasan dalam jawaban eksepsi tersebut di atas, digunakan

kembali sebagai replik didalam pokok perkara ini juga'

3. Bahwa dalil jawaban gugatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Ikrar

Wakaf dalam Sertifikat No. 961, adaiah hanya pinjam nama saja karena

berdasarakan surat persetujuan tertanggal 26 Juli 1980, seluas 4'000 M2

adalahmerupakantanahyangdibeliolehYayasan,sedangkanAlm.Ali

Bagis hanya pinjam nama saja, hal ini adalah tidak benar karena dalarn

hukum wakaf jelas menyebutkan bahwa benda yang diwakafkan harus milik

sendiri bukan milik orang lain serta bersih dari sengketa dengan sifpapun,

oleh karena itu mohon alasan para Tergugat point 2 untuk ditolak

seluruhnYa.

4. Bahwa jawaban para Tergu gal 3 yang membantah kebenaran Alm' Ali

Bagis(AhliwarisnyaadalahParaPenggugat)yangpernahmewakafkan

tanah obyek sengketa kepada Yayasan Pendidikan Al Ittihadul Islamiyah

adalah tidak benar karena secara bukti sertifikat hak milik No' 961, jelas

disebutkan bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah alm. ALI BAGIS,

makajawabanTergugatpoint3mohonditolakseluruhnya.

5.BahwaParatergugatmengakuidanmembenarkanbahwaYayasan

pendidikan Al-Ittihadul ktamaiyah belum terdartar pada Kementerian

Hukum dan HAM RI. Dan tidak benar sedang dalam proses di Kementerian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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6. Bahwa jarvaban Para Tergugat point 5 yang mengakui dan

bahwaseiaktahun20A2,sekolahtidakberjalansebagaimana

karena amanat dari Pewakaf Alm' Ali Bagis tidak pernah di

denganbaikolehparaTergugatbahkanparaTergugatsekaranginitelah

menjelek.jelekannamabaikPewakaf,padahalAlm.Al-II]AciS

mewakafkan tanahnya dengan ikhlas karena Allah, jangan oran g yangsudah

berbuat baik dengan mewakafkan tanah untuk kepentingan umuln, sekarang

ini sengaja difitnah dengan kaiimat-kalaimat yang tidak pantas diucapkan

pada orang yang berbuat baik tersebut, oleh karena itu mohon alaszur para

tergugat point 5 untuk ditolak seluruhnya'

T.BahwajawabanparaTergugatyangmenyatakanbahwaAlm.ALlBAGIS

hanya pinjam nama saja dan tidak pemah para Tergugat hendak merubah

tujuan wakaf dari Alm ALI BAGIS melainkan tanah obyek sengketa tetap

akan ditungsikan sebagai sekolah dan sudah ada site Plannya serta para

Tergugat tidak perlu meminta persetujuan Para Penggugat sebagai ahli rv'aris

Alm. ALI BAGIS adalah tidak benar karena tanah obyek sengketa yang

telah diwakafkan oleh Alm. ALI BAGIS yang sekarang ini oleh Para

TergugattidakmengakuinyasebagaiPewakaf,bahkanhendakmerubah

fungsi wakaf tersebut, maka wajar dan beralasan hukum Para Penggugat

mempertahankannya sebagai ahli waris Pewakaf yang punya ianggung

jawab moral serta tanggung jawab kepada Allah swt' karena pala Tergugat

dengan arogannya telah menghina dan menjelek-jelekan Pewakaf (Alm' AI'I

SAGIS), oleh karena itu mohon alasan Para Tergugat point 6 ditolak

seiuruhnYa.

8. Bahwa jawaban para Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh

Para Penggugat adalah tidak ada dasar hukumnya, adalah tidak benar, karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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hendak disalahgunakan berbeda dengan tujuan wakaf dari

BAGIS, maka wajff dan beralasan hukum Penggugat moh

Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa gugatan

Penggugat beserta segala akibat hukumnya yang yang akan timbul nantinya

dan di Negara hukum Indonesia suatu tuntutan hak dibenarkan apabila

dilakukan melalui jalur yang benar seperti halnya yang dilakukan Penggugat

sekarang, oleh karena itu mohon alasan Para Tergugat point 7 ditolak

seluruhnya.

g. Bahwa jawaban Tergugat point 8 yang menyatakan bahwa Penggugat v

Fauziah Bagis terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanaya adalah

tidak ada kaitannya dengan obyek'sengketa yang diperkarakan ini dan

tentang perbuatan FAUZIAH BAGIS, bukan perbuatan hukum dalam lanah

perdata sekarang ini, oleh karena itu mohon alasan Tergugat I s/d Tewrgugat
li

VIII, point 8 untuk ditolak seiuruhnya.

10. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sarnpai saat ini tetap Penggugat

pertahankan sebagai tanah obyek wakaf dan Penggugat akan menyerahkan

setelah terbentuk NADZIR dan atau setelah Pengadilan Agama Mataram

menentukan lain dengan kaidah hukum wakaf yang berlaku.

l1.Bahwa hal-hal lain yang belum terjawab Penggugat tetap pada gugatan

semula,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini

Anggota Majelis Hakim yang menyidaangkan

sebagai berikut :

Penggugat mohon kepada Ketua dan

perkara ini berkenan memutuskan

I. DALAM EKSEPSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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atau kuasan,va, dengan segala konsekn'ensin1,a,

Penggugat V (FAUZIAII BAGIS) harus tundr"rk

Mataram Nomor : 8IPID.RIN/2013/PN.MTR,

sehingga tidak diperkenankan iagi melakukan

sengketa tersebut.

'i' ,:';'
l:': i i'- '-l',il f, {-:-

ol eh nr:rj el is berpenda djgb"tr?:,F
.. ..\ 

i, t, .4,\

ke padl pulrislrr) l'crrr:udilrrlr Negcl'-!.;' -,'\:, -'t' -' ,{ ..''

tanggal 22 April 2013 ,e,s\-J#'
kegiatan apapun didalam obyek

Menimbang, bahwa alat bukti T8, yang diajukan oleh para Tergugat, majelis

menilai bahwa alat bukti T8 tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleli karena

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga alat bukti tersebut

harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jarninan (CB) yang diajukan

oleh Tergugat 1 s/d Tergugat VIII atas obyek sengketa tersebut, majelis berpendapat

bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal atau iktikad tidak baik dari

Tergugat 1 s/d Tergugat VIII untuk mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada

pihak lain, oleh karenanya petitum gugatan para Penggugat pada point 8 harus pula

ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Penggugat yang memohon

agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi

maupun Yerzet, majelis berpendapat bahwa oleh karena pokok masalah dalam

perkara aquo ditolak, maka petitum gugatan para Penggugat pada point 9, harus pula

dinyatakan ditolak. :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pefiimbangan

tersebut diatas, maka gugut anparuPenggugat ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena paft Penggugat sebagai pihak yang kalah

dalam perkara aquo, rnaka sesuai dengan ketentr:an Pasal 192 R.Bg., biaya perkara

ini patut dibebankan kepada para Penggugat yang jurnlahnya sebagairnana pada

dicttm putusan ini.
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Mengingat s e gala p eraturan perundang-undan gan yan g berlaku

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat 1 si d Tergugat VIII.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.

Menghukum para Penggugat unftrk membayar biaya perkara yang hingga

kini dihitung sebesar Rp.3.001.000,- (Tigajuta seribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalarn rapat mus-vawarah majelis hakim

Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 lv1.

bertepatan dengan 15 Shafar 1435 H. oleh kami Drs. FAfSAL, MI{., sebagai Ketua

Majelis, Drs. SYAHIDAL dan Drs. AHMAD ZAENI, SH. MH.o masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh HUSNI, SH.' Sebagai Panitera Pengganti,

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 s/d Tergugat VIII diluar ha<iirnya

Tergugat IX.

FAISAL, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota

(- ----4
\_,.. \-dqt- --"

SYAHIDAL Drs. AHMAD ZAENI, SH. N{H.
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Rincian Biaya:

1. Pendaftaran

2. ATK Perkara

3. Panggilan

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp 2.210.000,-

4. Pemeriksaan Setempat Rp. 700.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-

6. Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp 3.001.000,-

(Tiga juta seribu rupiah rupiah).

Disclaimer
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Foto ccpy Surat Persetujuan antara H. AJTIN

tanggal 26 Jult 1980. Foto copy tersebut telah

kode T3.

dicocokan aslinya daii.'

Foto copy Sertifikat Nomor 961, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Agraria, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 16 Nopember 1985. Foto copy

tersebut telah diperiksa dan telah dicocokan dengan aslinya, diberi kode T4'

Foto copy Sertifikat Nomor 962, tanggal 16 Nopember 1985, yang

dikeluarkan oleh Kantor Agraria Lombok Barat. Foto copy tersebut lelah

diperiksa dan dicocokan dengan aslinya" diberi kode T5'

Foto copy Akla Notaris dari sRI HARTATI, SH. nomof 22 tanggal \9

Desember 2000. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokan dengan

aslinya, diberi kode T6'

Foto copy Akta Notaris dari Notaris FIKRI SAID, SH. (Akta Perubahan)

Nomor 7 tanggal 01 Mei 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan telah

dicocokan dengan aslinya, diberi kode T7.

8. Foto copy Petikan Putusan Nomor 8IPID-RIN/2013/PN. MTR' Foto copy

tersebut telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T8'

Saksi-saksi:

Saksi kesatu : ALWI bin ABUBAKAR AL JUFRI, yang telah memberikan

keterangan dibawah strmpah yang pada pokoknya sebagai beikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat sebagian dan jr"rga mengenai Para

Tergugat.

- Bahwa saksi pernah menjadi Pengurus Yayasan sekital tahun 1989.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mewakafkan tanah tersebut adaldh ALI

BAGIS, narnun ada perjanjian dengan A.luN BAGIS sebelumnl'a Vang

4.

5.

6.

,7

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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tersebut, dimana pada waklu it'r A;LIN BAGIS sebagai Ketua Y"l;u
1l

ALI BAGIS sebagai Sekretaris Yayasan.

untuk Pendiciikan atau sekolah, namun sekolah tersebut sudeil lakr'ttu

disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap yayasan

dimana ALI BAGIS terbukli pernah memalsukan \azah'

- Bahwa pada wakfu itu sekolah atau Yayasan sudah bermasalah sehingga

diambil alih oleh Bupati Lombok Barat, l<emudian clil'era1il<an kepada

ABDULLLAH HIZAM, sebagai ketua yang Baru'

- Bahwa sekarang ini ada usaha-usaha Penguus untuk membangkitkan

kembali Pendidikan di Yayasan tersebut'

Saksi kedua : ABDULLAII HUSIN bin HIZAM, yang telah n.iemberikan

keterangan dibawah sumpah yang pacia pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pala Penggugat sebagian yaitu keluarga dari ALI

BAGIS.

- Bahwa saksi mengetahui adanya yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah

sebagai wakaf yang diwakafkan oleh ALI BAGIS, nantun ada persetujuan

dengan AJTJN BAGIS untuk mensertifikatkan tanah tersebut hanya atas

nama saja.

- Bahwa sekarang ini kegiatan sekolah memang tidak ada lagi dan bangunan

sudah rusak, hanya penjual ikan saja, namun pihak Pengurus Yayasal akan

membangun ruko untuk pengembangan Yayasan tapi tidak jadi karena anak

dari ALI BAGIS mau juga mengambil ::uko tersebut dan Pengurus tidak

bersedia memberikan.

Bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan

adanya masalah jual beli Ijazah 1'ang dilakukan oleh

sudah tidak lagi karena

ALI BAGIS.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa pengurus Yayasan hingga sekarang bukan hanya *.ng.ib.f,l

yang sudah bubar itu, tapi masih mengelola sD/Ibtidailah

KamPung MelaYu.

Saksi Ketiga : sYEH SALEH BASIR bin ABDIILLAH BASIR, yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Penggugat adalah

BAG{S.

Bahwa saksi mengetahui Obyek sengketa

istri dan anak-anak dari ALI

Sungkar, Mataram.

- Bahwa saksi tahu adanya Ikrar wakaf itu sejak kepengurusan ABDULLAH

HIZAM oleh ALI BAGIS kepada KUA Ampenen, yaitu H. MUHAMMAD

MIINIR, flamun ALI BAGIS bertindak hanya atas nama saja karena AJUNI

BAGIS termasuk olang yang sibuk serta antara ALI BAGIS dengan AJTIN

BAGIS masih kerabat dekat' ' 
*

- Bahwa.sekarang ini Pendidikan tersebut'sudah pakum karena pernah terjadi

masalah yaitu adanya Pemalsuan ljazah oleh ALI BAGIS sehingga

masyrakat kurang kepercayaan lagi pada Yayasan'

- Bahu,a saksi adalah Pengurus Yayasan tahun 2000 sampai tahun 2011, dan

sekarang ini sudah ada Pengurus baru yang masih mengelola SD di

Kampung Melayu dan adanya penyewaan Terop' :

Saksi keempat : MAIISAR MALAKA bin DURAHIM, yan'g telah rnemberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi ikut menandatangani Surat kesepakatan Yayasan AL-

ITTIHADUL ISLAMIYAH, karena pada waktu saksi sebagai Camat

Ampenan.

wakaf tersebut di Jalan Saleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Bahwa Surat tersebut dibawa oleh ALI BAGIS ke

tandatangani yang sebelumnya telah ditandatan gani

Bahwa saksi memgerti maksud dan isi surat itu.

Bahwa untuk melengkapi acara pembuktian atas perkara tersebut, majelis

telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang pada pokoknya baliwa Obyek

sengketa tersebut awalnya seluas 4.000 M2 namun sebagian telah terjual kepada

pihak lain sehingga yang menjadi obyek sengketa adalah sebagaimana. dalam

gugatan, dengan batas-batas :

Sebelah barat Jalan Raya Saleh Sungkar.

Sebelah Utara

Sebelah Selatan

Sebelah timur

Rumah H. Abdul Karim dan H. Raeng.

Gang masuk ke Pasar.

Rumah H. Munawar.

Bahwa bangunan yang ada didalamnya berupa Mushalla yang dibangun oleh

Pengurus Yayasan dan direhab oleh para Penggugat, Kantor Sekolah yang kini

menjadi tempat penyewaan terop dan tempat laboratorium sekolali. 
t

Bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap dalam dalil-dalil bantahannya dan mohon putusan sedang pihak para

Penggugat tidak mengaj ukan kesimpulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang

tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah

sebagaiman a y ang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa sebagai landasan yuridis formal sebagaimana ketentuan

umum Pasal 1 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 100-i.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Penggugat, bahwa almarhum ALi BAGIS pemah mewakafkan tanah \,11e3;'itri..,$9..'

\:\**"-
bangunan pernanen diatasnya, sertifikat Hak Milik Nomor 961, Gambar si

tanggal 9 Nopember 1985 Nomor 337611985, seluas 3.682 m2, yang terletak di Jalan

Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah

Tingkat II Lombok Barat (sekarang masuk kedalam wilayah Kota Matalam) Propinsi

Nusa Tenggara Barat, untuk tujuan kepentingan Pendidikan kepada Yayasan

Pendidikan " AL- ITTIHADUL ISLAMIYAH".

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh

pada setiap persidangan dilaksanakan untuk menasihati para Pihak agar perkara ini

dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, akan tetapi Para Penggugat

menyatakan tetap akan melanjutkan perkara:raya. Begitu puia untuk rnemenuhi

ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, kedua belah pihak telah

diarahkan untuk menempuh proses Mediasi pada Mediator Hakim Pengadilan

Agama Mataram yaitu Dra. HJ. ERNAWATI, namun meciiasi tersebut tidak

memperoleh kata sefakat atau mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huirrf O

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

dengm Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pembahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, perkara ini secara absolute menjadi

kewenangan Peradilan Agama, dan oleh karena obyek sengketa dan subyek perkara

aquo berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka majelis hakim

menyatakan berwenang mengadili perkara ini.

DALAM EKSEPSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa para Tergugat

jawabannya telah mengajukan Eksepsi atas

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa parc Penggugat adalah orang yang tidak memiliki ka,pasitas

mengajukan gugatan dalam perkara ac1uo, karena tidak memiliki hubungan

hukum baik dengan para Tergugat maupun yayasan penciidikan AL-

ITTIHADUL ISLAMIYAFI, karena orang tlia para PenggLrgat hanya pinjanr

nama saja untuk pembelian tanah tersebut, oleh karenanya para Tergugat

harus dikeluarkan sebagai subyek lhrkum dalam perkara ini.

2. Bahwa gugatan para Penggugat Error In persona, kerena menarik para

Tergugat dalam perkara ini, karena para 'fergugat tidak ada..sangkut pautnya

dalam permasalahan yang digugat dan tidak pemah melerkukal hubungan

hukum dengan para Penggugat dalam perkara ini, dan Tergugat I s/d

Tergugat VIII hanya merupakan pengurus yayasan yang diangkat

berdasarkan Akta Perubahan yayasan pendidikan AI-ITTIHAD;L

ISLAMIYAH.

3, Bahwa gugatan para Penggugat saling bertentangan antara posita dan

petitum, dimana dalam posita gugatan para penggugat tidak menguraikan

adanya perbuatan hukum yang ditakukan oleh para Tergugat, namun dalam

petitum gugatan para Penggugat angka 6 (enarn) menyatakal perbrntan

hukum Tergugat 1 s/d rergugat vm adalarr perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa subyek hukum gugatan para penggugat kurang pihak dengan tidak

mengikutkan atau menarik beberapa oftrlg pengurus yayasan yang lain.

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya mengajukan pula

tanggapan atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi para Tergugat pada point 1 adalah ticlak benar, oleh karena

::<, -,;
(Tergugat 1 s/d Tergugat \''fju/irf ;.'a-tr,ir,^

', i: i'
glrgatan paru Penggugrr tcrsr-'5i1r !:,:i_l-

.. c.-
-.'.- :..r*=-_
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warisnya adalah para Penggugat serta dalam hukun negars;kf l,-d+;-

mengenal istiiah pinjam nama untuk pembuatan sertifikat. t q t*}f
"ita=l'*'t ,

2. Bahwa eksepsi para Tergugat point 2 adalah tidak benar, oleh karer\b-+-ftEl'

Tergugat adalah Pengurus Yayasan Pendidikan AI-ITTIHADUL

ISLAMIYAH yang hendak mengambil alih tanah/obyek sengketa untuk

dibangrrn ruko dan atau hendak diperjual belikan kepada pihak lain.

3. Bahrva eksepsi para Tergugat point 3 adalah tidak benar, oieh karena dalam

gugatan para Penggugat jelas dan terang '.uttara posita Cengan petitum telah

menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para

s/d Tergugat VIII point 4,adalahtidak benar, oleh

telah digugat telah memenuhi persyaratan formal

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat I s/d

Tergugat VIII, demikian pula tanggapan eksepsi para Penggugat tersebut, fiaka

majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahrva mengenai eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIll pada

point 1 dan2 diatas, majeiis berpendapat dalil eksepsi para Tergugal tersebut ticlak

berdasar hukum; oleh karena pma Penggugat dalam perkara aquo dalam melakukan

suatu tindakan hukum terhadap para 'I'ergugat dan atau kepacla Pengurus Yryasan

Al-Ittihadul Islamiyah, merasa mempunyai kepentingan hr-rkum didalamnya,

sehingga untgk meniiai ada tidaknya hubrrngan hukurt ritltilri,i para Pengglt-lga1 dengait

para Tergugat, maupun benar tidaknya perbuatan hukum yang diiakukan oleir ALi

BAGIS sebagai pihak yang telah mewakafkan tanahnya tersebut (obyek sengketa)

yang dalam hat ini para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. ALI BAGIS tersebut,

sangat tergantung dalam masalah pembuktian, oleh karena itu majelis rneniiai bahwa

Tergugat.

4. Bahwa eksepsi Tergugat I

karena pihak-Pihak Yang

suatu gugatan.

Disclaimer
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t:j

i, -', ihal tenebut sudah masuk dalam pembahasan pokok perkara t"fiqi
\'.-u/

dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat

pada point 3 diatas, tidaklah tepat, oleh karena daliL gugatan para Penggugat pada

point 8 dalam petitum, adanya dugaan bahwa para Tergugat yang mengatasnakan

Pengums Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah hendak rnerubah stafus tanah dan bangunan

obyek sengketa, sehingga majeiis menilai hal tersebut tidak bertentangan antara

posita dan petitum.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eliscpsi Tergugat I s/d 'iergugat Vlll

pada point 4 diatas, majelis berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat tidak

melibatkan secara keseluruhan Pengurus Yayasan sebagai pihak dafpm perkara aquo,

namun tidak dapat dikatakan kurang pihak dalam perkara ini, sebab sesuai ketentuan

organisasi atau badan hukum pada umumnya, yang paiing bertanggung jawab atas

seluruh kegiatan organisasi atau badan hukum itu adalah pimpinannya, dan dalam

perkara aquo, pihak Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan ViII) merupakan feng;rus

inti dari Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah Ampenan, sehingga dengan

demikian jika suatu organisasi atau badan hukum itu akan bertindak baik selaku

Penggugat maupun Tergugat di muka Pengadilan, maka organisasi atau badan

hukum itu cukup diwakili oleh Pengurusnya yang dalam hal ini adalah pimpinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

sepanjang mengenai dalil-dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VIII, dapat

disimpulkan bahwa ternyata dalil-dalil eksepsi Tergugat i s/d Tergugat VIII tersebut

tidak beralasan menurut hukum, dan oieh karena itu eksepsi para Tergugat liarus

ditolak.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan dalil-
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L Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari

tanggal 26 Februari 1989, ALI BAGIS

dihadapan H. MUHAMMAD MLTNIR,

kepada Yayasan Pendidikan A1-Ittihadul

'', _- /

Alm. i\LI BACIS. diqpr1;i
ir

telah melakukan ltrai\

PPAIW Kecamatan Am

lslamiyah unhlk kepentingan

Pendidikan/sekolah, bempa tanah dan bangunan seluas 3,682 M2, yang

terletak di JaLan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan

Ampenan, Kota Mataram.

Bahwa Pengurus Yayasan dinilai tidak sah, karena belum terdaftar pada

kementerian Flukum dan l{AM. RI serta adanya ketidakmampunan Pengurus

Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah, sejak tahun 2002 untuk mengeloia sekolah

Tsanawiyah dan Aliyah, sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya atau

pakum dan seluruh peralatar,r/kebutuhan sekolah sudah tidak ada.

Bahwa adanya sikap para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan VIII) pada

bulan Januari 2013, hendak merubah tuiuan wakaf dari Alm. ALI BAGIS

dengan hendak membangun TokolRuko/kios untuk dijual kepada pihak lain.

Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat 8 adalah melawan

hukum yang telah melanggar ikrar Wakaf dari Ahn. ALI BAGIS, sehingga

para Penggugat menuntut kepada para Tergugat tersebr.rt untuk menyerahkan

tanah dan bangunan obyek sengketa kepada para Perrggugat sebrgai ahli

waris Alm. ALI BAGIS untuk dikelola sebagaimana Ikrar Wakaf dari Alm.

ALI tsAGIS.

Bahwa Para Penggugat memohon agar Ikrar Wakaf yang dibuat di hadapan

H. MUTIAMMAD MLNIR, PPAIW Kecamatan Atnpenart, berteutaugatr

dengan Pasal 40 UU Nomor 4l Tahun 2A04, adala,h batal demi huhurn.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya meuolak

2.

a
J.

4.

5.

semua dalil-daH gugatan para Penggugat tersebut.
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,,: .a'. .:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gu

telah mengajukan bukti-bukti terhrlis berupa bukti surat kode P1 sampai dengan P9,

telah dimeterai cukup dan telah dicocokan aslinya, kecuali bukti P2, P5, dan P6'

tidak ditunjukan aslinya dan hanya salinan, karena aslinya dibawa oleh para Tergugat

dan telah pula dijadikan sebagai alat bukti para Tergugat, oleh karena itu mejelis

menilai secara formil alat-alat buhi tersebut dapat diterima unluk dipertimbangkan

dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajuhan oleh pafa Penggugat yaitu

saksi kesatu sampai dengan saksi ketiga, yang telah memberikan keterangan dibau'ali

sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan saling bersesuaiau antara

satu dengan yang lainnya dan secara substansial menerangkan adanya obyek

sengketa tersebut, sehingga majelis menilai saksi-saksi Penggugat tersebut secara

formil dapat diterima.

Menimbang, bahr.va Para Tergugat dalam ntcnguatkan tlalil-daiil b;irtaltatinya

telah mmgajukan pula bukti-bukti surat yang diberi kode T1 sampai dengan T8,

telah dimeterai cula.rp dan telah dicocokan aslinya, kecuali bukti Tl dan T2, tidak

ditunjukan aslinya dan hanya salinannya, oleh karena itu alat bukti T3 sampai dengan

T8 secara formil clapat diterima sebagai alat bukli dalam perkara aquo, sedang bukti

T1 dan T2 merupakan bukti bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti

yanglain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ! s/d Tergugat

VtrII adalah sebagian besar adalah mantan Pengurus Yayasan Al-Ittihadul Islamiyah

dan selainnya adalah saksi yang terlibat langsung dalam mengetahui surat

persetujuan (buldi T3) dan ikut menandatangani surat persetujuan tersebut sebagai

,!ii; ":, ' ,

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggueat tehll !p""FJhi

oleh para Tergugat, maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebani pcrnbLrktian 
t 

, L 
t:.[ji'"

''\Op,q**/"
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tersebut bukan-lah omng yang oleh peraturan perundang-undangan dila

menjadi saksi, oleh karena itu majelis meniiai sa.tr<si-saksi tersebut secara forn

diterima sebagai saksr.

Menimbang, bahwa alat bukti P3 berupa surat silsilah yang dibuat dan

dinyatakan oleh para Penggugat, sehingga dinilai sebagai pengakuan dari para

Penggugat, namun demikian apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi

yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi kesatu dan kedua yang menguatkan

pernyataan tersebut, sehingga ternyata para Penggugat adalah ahli waris dari ALI

BAGIS, yang terdiri dari :

1. Rapiah, istri.

2. Muhammadun Bagis, anak laki-laki.

3. Saleh Bagis, ffi* laki-laki.

4. Hasan Bagis, anak laki-laki.

5. Fauziah Bagis, anak perempuan.

6. Hindun Bagis, anak perempuan.

7. Jamilah Bagis, anak perempuan.

8. Nurjannah Bagis, anak perempuan.

Menimbang, bahwa meskipm telah terbukti para Penggugat adalah ahli waris

dari Ali Bagis, namun dalam perkara aquo, dimana para Penggugat meminta untuk

ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. ALI BAGIS, rnajelis berpendapat bahwa

dikabulkan tidaknya penetapan ahli waris tersebut sarrgat tergantung pada ciiliebLrii<tn

tidaknya substansi dari pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pertama dalam perkara aquo

adalah apa betul ALI BAGIS pernah melakukan Ikrar wakaf dihadapan PPAIW

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram kepada Yayasan Pendidikan .-r--ltt:;:::ul

Islamiyah, berupa tanah dan bangunan seluas 3.682 N12.1'aitg terletak :. . :.::: :.1 ,-..
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Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota

kepentingan pendidikan atau sekolah ?.

\,latarafi,ii-ftr;u:,,1..6;1' L
ir-|:=/rr' Fts+'I

rr Q.. **Y
", !, -r. I+
'. < i.!' -'.
, ts l. l* c\\tqi'.\\. 3, !

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menetungtoi'tft*l-r*jr.€-l I ttdi- ./.-\r-i.7-

semasa hidupnya ALI BAGIS pernah mewakafkan tanah beserta bangunan perman€:.

diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 961, gambar situasi tanggal 9

Nopember 1985, Nomor 337611985, dengan luas 3"682 lv{2, yang terletak di Jalan

Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,

yang oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII membantah hal tersebut, oleh karena Ikrar

wakaf yang dilakukan oleh ALI BAGIS dalam sertifikat tersebut adalah hanya

pinjam nama saja, sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal 26 Juli 1980 dan tanah

tersebut luasnya 4000 Nn yang dibeli oleh Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul

Islamiyah.

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan oleh para Penggugat berupa lbto

copy Sertifikat Hak Milik Nomor 961, membuktikan bahwa ALI BAGIS pernah

sebagai pemegang hak atas sebidang tanah dengan luas 3.682 Mz,yang terletai< di

Jalan Saleh Sungkar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota

Mataram (Dahulu masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat), yang se1:rnjutnya

melakukan pengalihan hak pada tanggal 26 Pcbruari 19E9, dengan rnelakulirur Ikrar

wakaf dihadapan PPAIW, Kecamatan Ampenan, yaitu H. MOH: 'ivILrNIR, kepada

Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul Islamiyah, dan apabila hal tersebut dihubungkan

dengan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh para Penggugat,

maka ternyata pula bahwa diatas tanah wakaf tersebut terdapat beberapa bangunan

sebagai sarana pelaksanaan belajar mengajar bagi siswa yang ada pada waktu itu.

Menimbang, bahwa buhi Pl yang diajukan oleh para Penggugat merupakan

surat pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ALI BAGIS yang didalamnya

diterangkan bzLhwa ALI BAGIS disamping meninggalkan ahli r,varis tensebut juga
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sertifikat Hak Milik Nomor 961, yang terietak di Jaian Saleh Sungk*,;GI*4gj
t,:J ' '.r

Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dan dalam hal iq. &fu
\.\-

berpendapat bahwa sesuatu yang telah diwakafkan kepada orang lain stau k\pffi

suatu Yayasan berarti si wakif telah memisahkan dan atau menyerahkan harla benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya sesuai dengan kepentingan guna keperluan

ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah, sebagaimana maksud pasal 1

ayat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,jo. Pasal 215 Kompiiasi Flukum Islam,

sehingga harta benda tersebut bukan lagi menjadi miliknya.

Menimbang, bahwa rnencermati alat bukti l'2 yang diajukan oleh para para

Penggugat yang didalamnya adalah pengalihan hak milik kepada Yayasana A1-

Ittihadul Islamiyah dengan dasar adanya Ikrar Wakaf dihadapan PPAIW Kecamatan

Ampenan, majelis menilai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif dalam

hal ini ALI BAGIS sudah tepat dan secara fonnil telah sesuai dengan ketentuan pasal

15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa harta benda

wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif ,*rur^ rui.

Menimbang, bahwa bukti T4 dan T5 yang diajukan oleh Tergugat I s/tl

Tergugat VIII, adalah menunjukan bahwa ALI BAGIS benar pernah melakukan Ikrar

Wakaf atas sebidang tanah kepada Yayasan Pendidikan Al-Ittihadul lslamiyrih

sebagaimana dimaksud dalam Sertihkat nomor 961, dengan luas tanah 3.682 m2,

yang semula luas tanah keselurahannya 4.000 m2, sehingga dengan demikian sisa

luas tanah 321 m2 masuk dalam sertifikat Nomor 962 (bukti T5) yang kini terdaftar

atas nama MUHAMMAD ALI BAGIS, berdasarkan Akta juai beii da,ri

ABDUIRRAI{MAN BAGIS, yang dibuat oleh oleh PPAT MUNAWii{ As./r'itl. Sll,

tanggal 29 ApnI2004 dimana pemegang hak sebelumnya adalah ALI BAGI$.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T3 yang diajukan oleh para

Tergugat menunjukan adanya persetujuan dan atau kesepakalnn yang dibuat
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